BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI

Menimbang

Merigingat

LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 8
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Konkuren Bidang Komunikasi dan  Informatika,
menyebutkan dalam pasal 13 PPID Utama dijabat oleh
Kepala Dinas, PPID Pembantu di jabat oleh Kepala Biro pad
Sekretarist Daerah Provinsi, Sekretaris pada Badan/Dinas,
Kepala bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota,
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Pejabat
yang menangani Tata Usaha pada Unit Pelaksana teknis
Daerah, dan Sekretaris Camat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Sukoharjo nomor &
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 5038);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
85071);

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

Undang-Undang  Nomior 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan
Pemerintahan daerah (Berita Daerah Republik Indoneisa
Tahun 2017 Nomor 157);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

Peraturan Komisi Iﬁformasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 4290;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembertukan dan Susunan Perangkat Daerah
Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran
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12. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkunan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 8)

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SUKOHARJO NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informast
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018
Nomor 8) di ubah sebagai berikut : -

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 9

(1) PPID Utama di Lingkungan perangkat Daerah dibantu oleh
PPID Pembantu yang berada di lingkungan Perangkat
Daerah dan/atau Pejabat Funfsional.

(2) PPID Pembantu di Lingkungan Perangkat Daerah terdiri
atas Sekreteris pada Badan/Dinas, Kepala Bagian pada
Sekretariat Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, atau Pejabat yang menangani Tata Usaha pada
Unit Pelaksana teknis Daerah, dan Sekretaris Camat.

[\

Ketentuan ayat (1) huruf d dan huruf e Pasal 13 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Struktur Organisasi PLID terdiri dari :

a. Pembina, dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati
Sukoharjo; _

b. Pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris
Daerah;

c. Tim Pertirnbangan, dijabat oleh Asisten Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah, Asisten
Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah,
Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah, Kepala
Dinas/Badan/Kantor, Sekretaris Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Inspektur dan Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah;
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4. PPID Utama dijabat Oleh Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika;

e. PPID Pembantu dijabat oleh Kepala Bagian pada
Sekretariat Daerah, Sekretaris DPRD, Sekretaris
Inspektorat, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala
Tata Usaha Kantor dan Sekretaris Kecamatan;

f Sekretariat PPID terdiri dari Bidang Pendukung
Sekretariat PLID, Bidang Pengolahan Data dan
Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa
Informasi.

(2) Bagan struktur organisasi PLID, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Sukoharjo.

_-Di kan di Sukoharjo
I (A mapas
Diundangkan di Sukoharjo W\ &\ F
ada-tanggal 22 Ok N T
\ Nng tober 2020 L OWARDS

EXRETARIS DAERAH
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR &7  TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SUKOHARJO NOMOR 8
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN SUKOHARJO

STRUKTUR ORGANISASI PLID KABUPATEN SUKOHARJO

Pembina

r

F Pengarah Tim Pertimbangan

PPID Uiama

PPID Pembantu

( Sekretariat PLID
| Bidang Pengolahan | Bidang Pelayanan Bidang Fasilitasi
Data dan Klasifikasi Informasi dan Sengketa Informasi

] Informasi Dokumentasi
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